
 

 

 
ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL  

NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  

PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

No 
Latar belakang pembentukan 

peraturan 
Analisis dampak 

Analisis dengan peraturan 
perundang-undangan yang 

lebih tinggi 

Analisis dengan 
peraturan 

perundang-undangan 
yang setingkat 

Analisa dengan 
putusan 

pengadilan 
Keterangan 

1. bahwa untuk memberikan 
acuan bagi 
kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah dalam 
pemutakhiran dan 
penggunaan data tunggal 
sosial dan ekonomi nasional 
untuk bantuan sosial, 
pemberdayaan sosial, dan 
program penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, perlu 
adanya pengaturan 
mengenai pemutakhiran dan 
penggunaan data tunggal 
sosial dan ekonomi nasional 

Adanya regulasi 
mengenai 
pemutakhiran dan 
penggunaan data 
tunggal sosial dan 
ekonomi nasional untuk 
bantuan sosial, 
pemberdayaan sosial, 
dan program 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

Peraturan Menteri Sosial 
ini selaras dengan: 
1. Pancasila, Sila ke-5, 

butir 3; 
2. Pasal 17 ayat (3) 

Undang-Undang 
Dasar Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 
1945; 

Peraturan Menteri 
Sosial ini selaras 
dengan Peraturan 
Menteri Sosial 
Nomor 2 Tahun 
2025 tentang 
Organisasi dan 
Tata Kerja 
Kementerian 
Sosial (Berita 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2025 Nomor 222) 

 

Tidak Ada Peraturan Menteri Sosial 
ini terdiri atas VI Bab dan 
29 Pasal meliputi: 
a. ketentuan umum; 
b. pemutakhiran data 

tunggal sosial dan 
ekonomi nasional 

c. penggunaan data 
tunggal sosial dan 
ekonomi nasional; 

d. pelaporan; 
e. ketentuan peralihan; 

dan 
f. ketentuan penutup. 

 
Sekretaris Jenderal, 
 
 
 
Robben Rico 

Nomor  : 1859/1/HK.00.03/6/2025 
Tanggal :  10 Juni 2025                        

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN


